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Intisari

Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat dapat
menimbulkan permasalahan dari segi hukum. Adapun yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pertama, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama tidak
secara jelas mengatur ataupun melarang perkawinan beda agama. Kedua, Tinjauan
hak asasi manusia dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yuridis yaitu dengan mengkaji
peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan
berhubungan dengan kasus pada penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam
kasus ini adalah pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran
tentang pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan dari sudut agama, jika
suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama
boleh dilakukan tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka
perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan. Kenyataannya, setiap agama di
Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu,
perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang
perkawinan. Terkait dengan perkawinan beda agama pada pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan memunculkan penafsiran yang
cukup luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat
menjamin terpenuhnya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur
dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Negara memiliki kewajiban
untuk melayani keragaman warganya secara adil terlepas dari agama dan
kepercayaan yang dianut.

Kata kunci : Pernikahan beda agama, undang-undang no.1 Tahun 1974, hak asasi
manusia



Abstract

Interfaith marriage phenomenon that occurs in the community can cause
problems in terms of the law accordance with Act number 1 of 1974 about
Marriage. Problems discussed in this research is According to Article 2, Paragraph
1 of the Act number 1 of 1974, and Human Right's Perspective of interfaith
marriage according to Act number 1 of 1974. The method used in this study is
normative juridical and type of data is primary data through interviews and
secondary data to study the document and literature studies. The results showed that
on Article 2 paragraph (1) it can be concluded that the law gave a legal marriage
from the point of religion, only if a religion allows marriage then the marriage of
different religions. But if a religion prohibits interfaith marriage then it can not be
done. Hence, interfaith marriage become unlawful. Related to the marriage of
different religions on Article 2 paragraph 1 of Act number 1 of 1974 about marriage
raises a very broad interpretation and raises the contradiction between the norms
that cannot guarantee the fulfillment of rights over the legal certainty as regulated
on Article 28D paragraph (1) The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.
The state has a duty to serve the diversity of its citizens fairly regardless of any
religion and belief.

Keywords: interfaith marriage, Marriage law No.1 of 1974, human rights
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara heterogen dalam segala aspeknya.
Keberagaman etnis, budaya, serta agama di Indonesia menjadi sebuah hal yang
menarik untuk dikaji, terlebih jika menyangkut mengenai fenomena perkawinan
beda agama, beda adat maupun tradisi. Perkawinan dan agama mempunyai
hubungan yang erat dan tidak terpisahkan, bahkan hampir semua agama yang
diakui di Indonesia mengatur masalah tata cara pelaksanaan perkawinan. Dalam
aspek agama, negara Indonesia mengakui 6 Agama dan kepercayaan yakni agama
Islam, agama Kristen Prostestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Budha dan
Khonghucu. Agama-agama tersebut memiliki aturan sendiri baik secara vertikal
maupun horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan (Sudarsono,
2005:6).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agama dan negara
berkepentingan dalam hal mengatur dan mendukung pelaksanaan sebuah
perkawinan. Agama berkepentingan sebagai komunitas yang menjadi wadah
kebersamaan masing-masing pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan yang
disembahnya, untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia

dan memaknai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
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